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Abstract. The right of being healthy is a human right. One of the efforts to realize the health
of the entire population is through health insurance. National Health Insurance (JKN)
Health Insurance Bali Mandara (JKBM) is a realization of the government to provide
protection for public health. The high use of Bali provincial budget in order to support the
integration plan JKBM bring into BPJS as executor JKN in 2015. This study is expected to
give a rough idea about willingnes of society on integration plan JKBM and JKN in 2015.
The study was conducted from November to December 2014 with a cross-sectional descrip-
tive method. Samples taken from heads of family JKBM users through cluster techniques
sampling around 96 people. Data obtained through direct interviews using questionnaires
that have been set. Furthermore, the data were analyzed descriptively by a computer pro-
gram. The results showed low levels of public willingness to follow JKN (25%). The study
found a negative perception of 4 out of 5 components JKN namely regarding registration
requirements (77%), contributions (82.3%), the obligation to register all family members
(71.9%), as well as card activation JKN (96.1%). There is a tendency that the lower eco-
nomic level users JKBM followed by a low level of willingness anyway. There is also a
tendency of decrease in the willingness with increasing number of family members.

Keywords: Willingness, JKBM users, JKN.

Abstrak. Hak untuk sehat merupakan hak asasi manusia. Salah satu upaya  untuk
mewujudkan kesehatan bagi seluruh penduduk adalah melalui jaminan kesehatan. Jaminan
Kesehatan Nasional (JKN) dan Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM) merupakan
wujud nyata pemerintah untuk memberikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat.
Tingginya penggunaan APBD Provinsi Bali demi menunjang JKBM memunculkan rencana
integrasi JKBM ke dalam BPJS sebagai pelaksana JKN pada 2015. Penelitian ini bertujuan
memberikan gambaran kasar bagaimana kemauan masyarakat dalam menghadapi rencana
pengintegrasian JKBM dan JKN pada tahun 2015. Penelitian dilakukan dari bulan No-
vember sampai Desember 2014 dengan metode deskriptif cross-sectional. Sampel penelitian
adalah kepala keluarga pengguna JKBM yang didapat melalui teknik cluster
samplingsebanyak 96 orang. Data didapatkan melalui wawancara langsung dengan
menggunakan kuisioner yang telah ditetapkan. Selanjutnya data dianalisis secara deskriptif
dengan program komputer. Hasil penelitian menunjukkan masih rendahnya tingkat
kemauan masyarakat untuk mengikuti JKN (25%). Penelitian menemukan adanya persepsi
negatif terhadap 4 dari 5 komponen JKN yaitu mengenai persyaratan pendaftaran (77%),
iuran (82,3%), kewajiban mendaftarkan seluruh anggota keluarga (71,9%), serta aktivasi
kartu JKN (96,1%). Terdapat kecenderungan bahwa semakin rendah tingkat ekonomi
pengguna JKBM diikuti dengan tingkat kemauan yang rendah pula. Terdapat pula
kecenderungan penurunan kemauan seiring bertambahnya jumlah anggota keluarga.

Kata Kunci: Kemauan, pengguna JKBM, JKN.

dan memberikan perlindungan kepada
masyarakat terhadap resiko keuangan1.
Beberapa bentuk jaminan sosial di bidang
kesehatan seperti melalui Asuransi
Kesehatan (Askes), Jaminan Sosial Tenaga
Kerja (Jamsostek), Jaminan Kesehatan
Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan

World Health Assembly menekankan
bahwa untuk mencapai suatu kondisi
kesehatan yang cukup tanpa menimbulkan
beban finansial masyarakat,  perlu
dikembangkan suatu sistem pembiayaan
kesehatan yang menjamin tersedianya akses
masyarakat terhadap pelayanan kesehatan
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Puskesmas Petang II 2014 menunjukkan
91% penduduk yang datang menggunakan
JKBM, 7,55%  menggunakan Askes atau
Jamkesmas  dan 1,45% merupakan pasien
umum. Berdasarkan data yang didapat di
Puskesmas Petang II didapatkan jumlah
kunjungan bulan Januari sampai Maret 2014
adalah sebanyak 687 dengan rincian 625
orang merupakan pasien JKBM, 11 orang
merupakan pasien umum, dan 51 orang
yang menggunakan JKN.

Metode

Penelitian dilakukan di Puskesmas Petang
II Kabupaten Badung pada 13 November-
11 Desember 2014. Penelitian ini
menggunakan rancangan penelitian
deskriptif kuantitatif dengan rancangan studi
potong lintang (cross sectional). Populasi
dalam penelitian ini adalah seluruh
masyarakat pengguna jaminan kesehatan
JKBM di wilayah kerja Puskesmasi Petang
II. Sampel pada penelitian ini adalah kepala
keluarga (KK) pengguna JKBM di wilayah
kerja Puskesmasi Petang II yang pernah
melakukan kunjungan ke Puskesmas Petang
II dari tanggal 1 Oktober 2014 sampai
dengan 30 November 2014 dan terekam
dalam buku register Puskesmas Petang II.
Kriteria Inklusi: Kepala keluarga pengguna
JKBM yang bersedia menjadi responden.
Kepala keluarga pengguna JKBM yang
berdomisili di wilayah kerja Puskesmas
Petang II yang meliputi Desa Pelaga dan
Desa Belok. Kepala keluarga pengguna
JKBM yang pernah memeriksakan dirinya
atau anggota keluarga intinya ke Puskesmas
Petang II dari tanggal 1 Oktober 2014
sampai dengan 30 November 2014 dan
terekam dalam buku register pasien masuk
Puskesmas Petang II. Kriteria Eksklusi:
Pengguna JKBM yang menolak menjadi
responden. Pengguna JKBM dengan
gangguan komunikasi seperti bisu atau tuli.
Pengambilan sampel dilakukan dengan
teknik cluster sampling. Sampel minimal
yang diperlukan sebanyak 96 sampel.

Kesehatan Daerah (Jamkesda)  telah dirintis
oleh pemerintah. Namun, dalam
pelaksanaannya skema-skema tersebut
masih terfragmentasi sehingga biaya
kesehatan dan mutu pelayanan sulit untuk
dikendalikan dan disetarakan2. Jaminan
Kesehatan Nasional (JKN) merupakan
bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional
(SJSN) yang dibentuk untuk mengatasi
sistem jaminan kesehatan yang masih
terfragmentasi. JKN diselenggarakan melalui
mekanisme Asuransi Kesehatan Sosial yang
bersifat wajib yang diatur dalam Undang-
Undang No. 40 Tahun 2004 tentang SJSN.
Pemerintah Provinsi Bali sejak tahun 2009
telah ikut membantu mewujudkan
terciptanya derajat kesehatan yang memadai
bagi masyarakat yang berdomisili di provinsi
Bali melalui program Jaminan Kesehatan Bali
Mandara (JKBM).
Berdasarkan keterangan Biro Humas Sekda
Provinsi Bali (2014) jumlah dana yang
dianggarkan dalam program JKBM pada
tahun 2014 melebihi sebesar 7,8% dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
dimana berdasarkan UU Kesehatan, alokasi
untuk bidang kesehatan hanya lima persen
dari APBD. Sampai bulan September 2014,
2.463.600 (61,59%) masyarakat Bali
merupakan pengguna fasilitas layanan
JKBM3. Adanya dualisme dalam
penyelenggaraan jaminan kesehatan oleh
Pemprov Bali dan Pemerintah RI menjadi
masalah tersendiri yang harus ditemukan
jalan keluarnya. Di satu sisi, pelaksanaan
JKN memiliki prinsip kepesertaan wajib
yang bertujuan agar setiap rakyat Indone-
sia yang terdaftar sebagai peserta JKN dapat
terlindungi dalam jaminan kesehatan, namun
peserta diharuskan membayar iuran sesuai
dengan kelas yang diikuti. Di sisi lain, pro-
gram JKBM yang dilaksanakan oleh
Pemprov Bali memiliki keuntungan karena
iuran sepenuhnya ditanggung oleh Pemprov
Bali melalui APBD, namun pemerintah
menanggung beban ekonomi yang lebih
besar. Data kunjungan penduduk ke
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Apabila terdapat sampel yang drop out,
sampel diganti dengan sampel lain pada
urutan selanjutnya berdasarkan tabel
panduan randomisasi yang telah ditetapkan
sebelumnya. Pengumpulan data diperoleh
melalui wawancara mendalam pada
responden yang  hasilnya telah dicatat di
kertas maupun yang direkam dengan
menggunakan alat perekam. Pertanyaan-
pertanyaan wawancara merupakan
pertanyaan yang bersifat “close ended” dan
sebelumnya telah disusun oleh peneliti agar
tetap sesuai dengan fokus penelitian. Teknik
pengumpulan data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah wawancara terstruktur.
Wawancara dilakukan dengan pertanyaan
yang bersifat “close ended”.  Data diperoleh
secara primer dengan wawancara langsung
terhadap sampel dengan menggunakan
kuisioner yang bersifat “close ended” untuk
menentukan tingkat pengetahuan, persepsi,
tingkat ekonomi responden, dan kemauan
responden untuk mengikuti JKN. Data
tentang usia dan jenis kelamin didapatkan
dari data sekunder yaitu KTP atau data
registrasi untuk menentukan karakteristik
responden. Dalam studi ini, untuk
mengeksplorasi kemauan masyarakat serta
responden tidak berkumpul pada tempat
yang sama maka cara pengumpulan data
yang paling sesuai adalah melalui wawancara
terhadap responden. Aktivitas wawancara
dicatat untuk memastikan pengumpulan data
yang lengkap dan akurat.

Hasil

Persebaran responden berdasarkan jenis
kelamin yaitu laki-laki 60,4% dan
perempuan 39,6%. Sebagian besar
responden bertempat tinggal di Desa Belok
(68,8%). Pekerjaan utama responden
adalah petani (47%) dan buruh tani (17,7%).
Rata-rata usia responden adalah 40 tahun.
Terlihat bahwa persebaran responden
menurut usia didominasi oleh usia 31-40
tahun (38%). Pendidikan terakhir sebagian
besar responden adalah tamat SMP yakni

sebanyak 52,1%.  Dari hasil wawancara,
sebanyak 85 responden (88,5%)
mengatakan bahwa selama ini sosialisasi atau
pemberian informasi mengenai JKN masih
kurang. Informasi yang dirasakan masih
perlu untuk disosialisasikan secara lebih
intensif adalah mengenai pelayanan
kesehatan yang ditanggung oleh JKN
(35,7%), iuran yang harus dibayarkan
(31,5%), mekanisme pendaftaran (22,7%)
dan informasi mengenai sistem rujukan
(10,1%). Berdasarkan hasil wawanncara,
informasi mengenai JKN paling banyak
didapatkan dari petugas puskesmas. Tidak
adanya responden yang mendapatkan
informasi dari internet disebabkan oleh
minimnya akses internet pribadi maupun
umum di wilayah kerja Puskesmas Petang
II yang disebabkan oleh kondisi
geografisnya. Tingkat ekonomi responden
dalam penelitian ini dilekompokkan menjadi
dua, yaitu cukup dan kurang berdasarkan
UMR Kabupaten Badung. Sebanyak
81,3% responden masuk dalam kelompok
tingkat ekonomi yang kurang.
Terhitung hanya 17 responden (17,7%) yang
mengetahui akan rencana penggabungan
kedua jaminan kesehatan ini. Dari
wawancara yang dilakukan dengan
responden, didapatkan 75% responden
tidak bersedia untuk menjadi peserta JKN
dan hanya 25% responden yang bersedia
untuk berpindah dari JKBM menjadi JKN.
Responden yang tidak bersedia untuk
mengikuti JKN lebih memilih untuk
membayar sendiri ketika berobat (87,5%)
atau dengan mengikuti asuransi kesehatan
swasta (1,4%). Sebanyak 11,1% responden
yang tidak bersedia untuk mengikuti JKN
masih ragu-ragu dan belum menentukan
pilihannya. Melalui penghitungan didapatkan
bahwa 94% responden yang menyatakan
tidak keberatan dengan iuran JKN bersedia
untuk mengikuti JKN. Sebaliknya,
responden yang keberatan dengan iuran
JKN menunjukkan tingkat kemauan yang
jauh lebih kecil (10,1%). Didapatkan bahwa
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responden dengan jumlah anggota < 4
cenderung setuju dengan kewajiban
mendaftarkan seluruh anggota keluarganya,
dan sebaliknya responden dengan jumlah
keluarga > 4 orang cenderung keberatan
dengan kewajiban tersebut.
Responden yang memiliki persepsi positif
terhadap kewajiban mendaftarkan seluruh
anggota keluarganya untuk mengikuti JKN
sebagian besar setuju untuk mengikuti JKN
(66,7%). Responden yang memiliki persepsi
negatif terhadap kewajiban yang sama
menunjukkan tingkat kemauan yang negatif
pula. Dari 69 responden yang menyatakan
tidak setuju untuk mendaftarkan seluruh
anggota keluarganya ke dalam JKN, 63
(91,3%) diantaranya tidak bersedia pula
untuk mengikuti JKN.

Pembahasan

Dari 96 responden yang diwawancarai, 58
responden berjenis kelamin laki-laki
(60,4%) dan 38 orang berjenis kelamin
perempuan (39,6%). Pemilihan KK sebagai
responden terkait  dengan proses
pengambilan keputusan terhadap
keikutsertaannya dalam program JKN.
Pengambilan keputusan dalam suatu rumah
tangga yang masih diatur melalui norma
sosial tradisional harus didominasi oleh
suami. Dalam proses penelitian, sebagian
KK pengguna JKBM tidak dapat ditemui
walaupun telah dikunjungi sebanyak tiga kali,
sehingga responden dialihkan kepada istri
KK. Hal ini didasari o leh adanya
pertimbangan bahwa seorang istri turut serta
memberikan pendapat atau pengaruh
kepada suaminya dalam suatu pengambilan
keputusan, termasuk keputusan di bidang
kesehatan. Saat ini telah terjadi perubahan
pola pikir yang disertai dengan perubahan
nilai-nilai yang mendukung kesetaraan relasi
suami istri menyebabkan pengambilan
keputusan tidak lagi didominasi oleh suami,
melainkan melalui pengambilan keputusan
bersama pasangan suami istri4. Dari
karakterstik pekerjaan utama responden,

hampir 50% responden memiliki mata
pencaharian sebagai petani, disusul dengan
buruh tani (30,2%), pedagang (17,7%),
wiraswasta (1%), guru (1%) dan lain-lain
(1%). Pekerjaan merupakan salah satu
karakteristik yang dapat mempengaruhi
kemauan menghadapi perubahan karena
berhubungan langsung dengan tingkat
ekonomi responden5.
Hasil penelitian yang telah dilakukan
menunjukkan hasil bahwa sebagian besar
responden, baik dengan tingkat ekonomi
cukup maupun kurang, merasa keberatan
dengan jumlah iuran JKN yang harus
dibayarkan. Perbedaan yang cukup jelas
didapatkan pada kelompok tingkat ekonomi
kurang, dimana presentase responden yang
menyatakan keberatan jauh lebih besar
dibandingkan dengan yang tidak keberatan
terhadap iuran JKN (87,2% menyatakan
keberatan, 12,8% menyatakan tidak
keberatan).
Hal ini sesuai dengan tingkat ekonomi
mempengaruhi tingkat persepsi karena
seseorang dengan ekonomi tingkat ekonomi
cukup memiliki pandangan mengenai masa
depan kesehatan yang lebih baik.
Pandangan ini terbentuk karena memiliki
biaya untuk membayarkan iuran wajib dan
untuk memperoleh pelayanan kesehatan
lainnya4.
Tingkat ekonomi merupakan salah satu dasar
utama dalam tingkat kemauan untuk
membayar premi asuransi6. Penghasilan tidak
hanya berhubungan dengan kemampuan dan
kemauan membayar, melainkan juga
berhubungan dengan permintaan pelayanan
kesehatan dan jenis pelayanan yang diterima.
Hasil analisis menunjukkan bahwa 16 dari
23 responden (69,6%) yang memiliki
anggota keluarga < 4 orang setuju untuk
mendaftarkan seluruh anggota keluarganya.
Disisi lain, hanya 11 dari 73 responden
(15%) yang memiliki anggota keluarga >4
orang tidak keberatan dengan kewajiban ini.
Dari data ini dapat ditarik suatu kesimpulan
sementara bahwa jumlah anggota keluarga
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yang dimiliki oleh seseorang akan berdampak
pada persepsinya mengenai kewajiban
mendaftarkan seluruh anggota keluarganya
kedalam JKN. Hal ini disebabkan oleh
adanya kewajiban untuk membayar iuran
sesuai dengan jumlah anggota yang
didaftarkan, sehingga semakin banyak
jumlah anggota keluarga yang dimiliki
seseorang, semakin besar pula iuran yang
harus dibayarkan. Hasil wawancara
terhadap responden menunjukkan alasan
serupa sebagai penyebab terbanyak
keberatan untuk mendaftarkan seluruh
anggota keluarganya.
Semakin besar jumlah anggota keluarga
semakin menurunkan willingness to pay,
karena jumlah iuran yang harus dibayar juga
akan semakin besar7.
Dari hasil penelitian yang dilakukan,
menunjukkan sebagian besar responden
pengguna JKBM tidak bersedia mengikuti
JKN, yaitu sebanyak 72 responden (75%).
Rendahnya angka kemauan dalam mengikuti
perubahan suatu sistem dapat disebabkan
oleh persepsi seseorang8.
Tingkat kemauan untuk mengikuti JKN
berbanding lurus dengan persepsi responden
mengenai iuran JKN. Hampir seluruh
responden yang berpendapat bahwa iuran
JKN tidak memberatkan bersedia untuk
mengikuti JKN. Begitu pula dengan
responden yang memiliki persepsi negatif
terhadap iuran JKN dimana sebanyak
89,9% responden mengatakan tidak
bersedia mengikuti JKN. Didapatkan bahwa
adanya kecenderungan penurunan kemauan
mengikuti JKN seiring dengan bertambahnya
jumlah anggota keluarga. Semakin tingginya
jumlah anggota keluarga, semakin rendah
tingkat kemauan responden. Jika
dibandingkan antara keluarga yang terdiri
dari < 4 orang dan > 4 orang, presentase
kemauan responden dengan jumlah anggota
keluarga > 4 orang jauh lebih rendah, yaitu
sebesar 52,1% berbanding 16,5%.
Rendahnya tingkat kemauan seiring dengan
bertambahnya jumlah anggota keluarga

tidak lepas dari pengaruh kemampuan
ekonomi responden.
Kebutuhan akan rasa aman (safety needs)
berada pada tingkatan kedua, setelah
kebutuhan fisiologis seperti makan dan
minum. Responden dengan penghasilan
terbatas lebih mengutamakan kebutuhan
pokok dibanding kebutuhan akan jaminan
kesehatan yang dalam penelitian ini yaitu
JKN. Jaminan Kesehatan Bali Mandara
yang selama ini digunakan oleh responden
bersifat gratis dan masih bisa digunakan
untuk mendapatkan pelayanan kesehatan
sehingga responden cenderung tidak mau
membayar iuran JKN.
Implikasi kebijakan dari hasil ini adalah,
secara umum pemerintah perlu terus
mengupayakan peningkatan pendapatan
masyarakat. Karena sebagian besar mata
pencaharian masyarakat di wilayah kerja
Puskesmas Petang II merupakan petani,
usaha untuk meningkatkan pendapatan
perkapita masyarakat, dapat dilakukan
dengan meningkatkan pengetahuan,
keterampilan, ataupun penganekaragaman
usaha di bidang pertanian.

Kelemahan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa kelemahan,
yaitu: Sampel yang merepresentasikan
populasi kurang beragam, oleh karena tidak
semua pengguna JKBM di wilayah kerja
Puskesmas Petang II bisa didata oleh
peneliti. Ini terutama diakibatkan oleh
kurangnya pencatatan mengenai jumlah
keluarga dan alamat pengguna JKBM.
Sebaiknya waktu penelitian diperpanjang
serta pengumpulan data juga dilakukan di
Puskesmas Pembantu (Pustu). Pengambilan
data tidak sesuai dengan metode penelitian
karena sulitnya menemui KK untuk
melakukan wawancara. Sebagian kecil
wawancara dilakukan terhadap istri KK
berdasarkan pertimbangan yang telah
dibahas sebelumnya. Variabel yang
dimasukkan dalam penelitian ini dirasakan
masih kurang, karena banyak faktor yang
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bisa mempengaruhi kemauan mengikuti
JKN termasuk kepuasan terhadap
pelayanan puskesmas.

Kesimpulan dan Saran

Distribusi karakteristik responden menurut
jenis kelamin didominasi oleh laki-laki. Rata-
rata usia sampel adalah 40 tahun dan lebih
didominasi oleh usia 31-40 tahun.
Pendidikan terakhir sebagian besar sampel
adalah tamat SMP dengan penghasilan
kurang. Mayoritas responden memiliki
pekerjaan utama sebagai petani ataupun
buruh tani. Tingkat pengetahuan responden
tidak jauh berbeda antara yang memiliki
pengetahuan baik dan kurang. Sumber
informasi terbanyak berasal dari petugas
puskesmas. Sebagian besar responden
berada dalam tingkat ekonomi kurang.
Persepsi responden terhadap JKN sebagian
besar menunjukkan hasil yang negatif,
kecuali mengenai sistem rujukan yang
ditetapkan oleh JKN. Tingkat kemauan
responden untuk mengikuti JKN masih
rendah. Berdasarkan data dari persepsi
iuran JKN terhadap tingkat ekonomi
respoden didapatkan bahwa iuran JKN
dirasakan memberatkan oleh responden
yang memiliki tingkat ekonomi cukup
maupun kurang. Tingkat kemauan mengikuti
JKN berbanding lurus terhadap persepsi
mengenai iuran JKN. Ditemukan
kecenderungan semakin tinggi jumlah
anggota keluarga maka semakin rendah
kemauan mengikuti JKN.
Agar dilakukan penelitian analitik untuk
menilai faktor-faktor yang mempengaruhi
kemauan masyarakat pengguna JKBM
untuk mengikuti JKN, khususnya di wilayah
kerja Puskesmas  Petang II. Sebaiknya
dilakukan pemberian informasi kepada
pengguna JKBM mengenai rencana
pengintegrasian JKBM kedalam JKN pada
tahun 2015 serta pemberian informasi untuk
mengubah persepsi masyarakat terkait
keuntungan yang diperoleh jika bergabung
dengan JKN. Kepada peneliti lain yang ingin

melakukan penelit ian yang serupa,
disarankan untuk melakukan penelitian
dengan cakupan sampel lebih banyak untuk
dapat lebih menggambarkan kemauan
pengguna JKBM untuk mengikuti JKN
khususnya di wilayah kerja Puskesmas
Petang II.
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